
BUPATI DOMPU ) 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT j 

•' - PERATURAN BUPATI DOMPU 

NOMOR S TAHUN 2026 S 

TENTANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN ALOKASI 

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 ' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DOMPU, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) 

dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah beberapk kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, dan Penetapan Alokasi Dana 

Desa Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Und£ing-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 tenteing Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2024 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

6914) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 T a h u n 2026 tentang Penyesuaian 

P idana (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 7153); 

4. Undang-Undang Nomor 8 1 T a h u n 2024 tentang 

Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Bara t 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2024 

Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 7018) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 

Peraturan Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2021 Tentang B a d a n 

U s a h a Mil ik Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2 0 2 1 Nomor 2 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6623) ; 

6. Peraturan Presiden Nomor 130 T a h u n 2022 tentang 

R inc ian Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Negara 

T a h u n Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2022 Nomor 215) sebagaimana telah 

d iubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 T a h u n 

2023 tentang Perubahan atas Pera turan Presiden Nomor 

130 T a h u n 2022 tentang R inc i an Anggaran Pendapatan 

dan Be lan ja Negara T a h u n Anggaran 2023 (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 148); 



7. Pera turan Menteri Da lam Negeri Nornor 80 T a h u n 2015 

tentang Pernbentukan Produk H u k u m Daerah (Beri ta 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nornor 2036) , 

sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Menteri 

Da l am Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Da l am Negeri Nomor 

80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m 

Daerah (Ber i ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 

Nornor 157); 

8. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 20 T a h u n 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 611); 

9. Pera turan Menteri Keuangan Nomor 145 T a h u n 2023 

tentang Pengelolaan D a n a Desa (Berita Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2023 Nomor 1051); 

10. Pera turan Menteri Keuangan Republ ik Indonesia Nomor 

8 1 T a h u n 2025 tentang Perubahan Atas Pera turan 

Menteri Keuangan Nomor 108 T a h u n 2024 tentang 

Pengalokasian D a n a Desa Setiap Desa, Penggunaan, 

D a n Penya luran D a n a Desa T a h u n Anggaran 2025 

(Beri ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2025 Nomor 

970) ; 

1 1 . Pera turan Menteri Desa D a n Pembangunan Daerah 

Tertinggal Republ ik Indonesia Nomor 16 T a h u n 2025 

tentang Petunjuk Operasional Atas F o k u s Penggunaan 

D a n a Desa T a h u n 2026 (Beri ta Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2025 Nomor 1151); 

12. Pera turan Daerah Nomor 4 T a h u n 2025 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah Kabupaten 

Dompu T a h u n 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Dompu T a h u n 2025 Nomor 4). 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKAS IAN , PENYALURAN DAN 

PENETAPAN A L O K A S I DANA D E S A TAHUN ANGGARAN 

2026 



B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Bupa t i in i yang d imaksud dengan: 

1. B u p a t i ada lah Bupa t i Dompu. 

2. Daerah adalah Kabupaten Dompu 

3. Pemer intahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah yang 

menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan pr insip 

otonomi se luas - luasnya da lam sistem dan prinsip 

Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia sebagaimana 

d imaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945. 

4. Pemerintah Daerah ada lah Bupa t i sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemer intahan Daerah 

5. Desa ada lah ada lah kesa tuan masyaraka t h u k u m yang 

memi l ik i batas w i layah yang berwenang u n t u k 

mengatur dan mengurus u r u s a n pemerintahan, 

kepentingan masyaraka t setempat berdasarkan 

p r a k a r s a masyarakat , h a k a sa l u s u l , dan/atau h a k 

tradis ional yang d iaku i dan dihormati da lam sistem 

pemerintahan Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia. 

6. Pemer intahan Desa ada lah penyelenggaraan u r u s a n 

pemer intahan dan kepentingan masyarakat setempat 

da lam sistem pemer intahan Negara Kesa tuan Republ ik 

Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa a tau yang disebut 

dengan n a m a la in d ibantu perangkat Desa sebagai 

u n s u r penyelenggara Pemer intahan Desa. 

8. B a d a n Permusyawara tan Desa a tau yang disebut 

dengan n a m a la in ada lah lembaga yang me laksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wak i l dar i penduduk Desa berdasarkan keterwaki lan 

wi layah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. D a n a Desa ada lah dana yang bersumber dar i anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang d ipe runtukkan 



bagi Desa yang ditransfer mela lui anggaran pendapatan 

dan belanja daerah kabupaten dan d igunakan u n t u k 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pe laksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan , dan pemberdayaan masyarakat . 

10. Alokasi D a n a Desa, se lanjutnya disingkat ADD, adalah 

dana perimbangan yang diter ima kabupaten dalam 

Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah kabupaten 

setelah d ikurangi D a n a Alokasi K h u s u s . 

1 1 . A lokasi Fo rmu la adalah alokasi yang dihi tung dengan 

memperhat ikan j u m l a h penduduk desa, angka 

kemisk inan desa, luas wi layah desa dan tingkat 

kesu l i tan geografis desa setiap kabupaten; 

12. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Desa, se lanjutnya 

disebut APBDesa , adalah rencana keuangan t ahunan 

Pemerintahan Desa. 

Pasa l 2 

ADD diber ikan u n t u k membantu membiayai program 

Pemer intahan Desa dan percepatan pembangunan Desa 

sesuai kewenangan berdasarkan h a k asa l u s u l dan 

kewenangan lokal ska la Desa yang dimi l ik i da lam bidang 

penyelenggaraan Pemer intahan Desa, pe laksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyaraka tan Desa, 

pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana 

serta keadaan darurat dan mendesak. 

B A B 11 

PENGALOKAS IAN ADD 

Pasa l 3 

Pengalokasian bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 

Be lan ja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Be lan ja 

Daerah. 

Pasa l 4 

(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten dapat member ikan ban tuan keuangan yang 



bersumber dar i anggaran pendapatan dan belanja 

daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten kepada Desa. 

(2) B a n t u a n keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) dapat bersifat u m u m dan k h u s u s . 

(3) B a n t u a n keuangan yang bersifat u m u m sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) p e run tukan dan 

penggunaannya d iserahkan sepenuhnya kepada Desa 

pener ima bantuan dalam rangka membantu 

pe laksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. 

(4) B a n t u a n keuangan yang bersifat k h u s u s sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) p e run tukan dan 

pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah 

pemberi bantuan da lam rangka percepatan 

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat . 

Pasa l 5 

(1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah kabupaten 

A D D setiap t a h u n anggaran. 

(2) ADD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pal ing 

sedikit 10% (sepuluh perseratus) dar i dana 

perimbangan yang diter ima Kabupaten da lam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah setelah d ikurangi dana 

a lokas i k h u s u s . 

(3) A D D sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

mempert imbangkan: 

a. kebutuhan penghasi lan tetap kepala desa dan 

perangkat desa; 

b. j u m l a h penduduk Desa, angka kemisk inan Desa, 

luas wi layah Desa, dan tingkat kesu l i tan geografis 

Desa. 

Pasa l 6 

(1) Be sa ran ADD masing-masing Desa dihi tung dengan 

cara : 



a. besaran ADD sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2 

d ikurangi j u m l a h kebutuhan waj ib/penghasi lan 

tetap Kepa la Desa, Perangkat Desa serta Tun jangan 

Kepala Desa, Perangkat Desa, B a d a n 

Permusyawaratan Desa dan Operasional B a d a n 

Permusyawaratan Desa. 

b. a lokasi dasar u n t u k setiap Desa ditetapkan s a m a 

a tau merata berdasarkan pembagian an ta ra besaran 

a lokasi dasar sebagaimana d imaksud pada h u r u f b 

dengan j u m l a h Desa di Kabupaten Dompu. 

c. A D D Proporsional u n t u k setiap Desa d ihi tung 

dengan cara : 

Besa ran ADD Proporsional setiap Desa = besaran 

A D D Proporsional x (10% j u m l a h penduduk desa 

terhadap total penduduk desa Kabupaten Dompu, 

4 0 % u n t u k angka kemisk inan penduduk desa 

terhadap total j u m l a h penduduk m i sk in desa 

kabupaten Dompu, 2 0 % u n t u k luas wi layah desa 

terhadap total luas wi layah desa Kabupaten Dompu, 

3 0 % u n t u k tingkat kesu l i tan geografis setiap desa 

terhadap ni la i t ingkat kesu l i tan geografis kabupaten 

Dompu), A lokasi a f i rmasi desa tertinggal dan a lokas i 

k iner ja . 

(2) Besa ran ADD setiap Desa yang telah dihitung 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) tercantum da lam 

Lamp i ran yang merupakan bagian t idak te rp isahkan 

dar i Peraturan Bupat i in i . 

B A B IV 

PENYALURAN ADD 

Pasa l 7 

(1) A D D yang telah ditetapkan da lam A P B D d i l akukan 

dengan ca ra pemindahbukuan dar i rekening k a s u m u m 

daerah ke rekening k a s Desa. 

(2) Penggunaan ADD di tuangkan da lam APBDes yang 

ditetapkan dalam peraturan desa. 

(3) Tahapan penya luran ADD dibagi da lam empat tabapan. 



(4) T ahapan penya luran Alokasi D a n a Desa sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) meliputi : 

a. Tahap 1 30%; 

b. Tahap 11 3 0 % ; 

c. Tahap 111 30%; dan 

d. Tahap IV 10%. 

B A B V 

P E R T A N G G U N G J A W A B A N , PELAPORAN DAN 

PENGAWASAN 

Pasa l 8 

Penanggungjawab keuangan ADD secara mater i i l dan 

formil ada lah Kepala Desa dan secara administrat i f 

d i l aksanakan oleh K a u r Keuangan. 

Pasa l 9 

(1) Pertanggungiawaban ADD terintegrasi dengan 

pertanggungiawaban APBDes . 

(2) T a t a ca ra dan mekanisme pertanggungiawaban secara 

l is ik dan admin is t ras i Penggunaan ADD sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

Pasa l 10 

(1) B e n t u k pelaporan ADD adalah sebagai ber ikut: 

a . laporan bu lanan , y a k n i laporan pertanggung 

j awaban yang dibuat secara ru t in setiap bu lan 

berdasarkan pencatatan t r ansaks i kegiatan APBDes 

yang telah d i l aksanakan oleh k a u r keuangan Desa; 

b. laporan t r iwulan, y a k n i laporan yang dibuat secara 

ru t in sesuai tahapan pencairan berdasarkan 

anggaran k a s u n t u k A D D yang d i s u s u n oleh 

Pemerintah Desa; 

c. laporan semester, y a k n i laporan yang dibuat secara 

ru t in sesua i tahapan pencairan berdasarkan 

anggaran k a s u n t u k ADD yang d i s u s u n oleh 

Pemerintah Desa; dan 



d. laporan akhir , y a k n i laporan dar i penggunaan ADD 

yang meneakup perkembangan, pe laksanaan dan 

penyerapan dana, masa l ah yang dihadapi ser ta 

rekomendasi penyelesaian permasa lahan ADD. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d i l aksanakan secara berjenjang dar i Kepala 

Desa kepada Bupa t i mela lui Camat . 

Pasa l 11 

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi : 

a . pengawasan fungsional d i l akukan oleh inspektorat 

Daerah ; 

b. pengawasan teknis/f is ik dan administrat i f d i l akukan 

oleh Camat sesua i ketentuan perundang-undangan; 

dan 

c. pengawasan operasional yang d i l akukan oleh 

masyaraka t mela lui B P D . 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu. 

I 

Ditetapkan di Dompu 

pada tanggal JS ^ttJULh 2026 

BUPATI DOMPU, 

i 

BAMBANG FIRDAUS 

Diundangkan di Dompu 

pada tanggal Z M^t'^t^ 2026 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU, 

KHAIRUL INSYAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2026 NOMOR ^ . g / 

Paraf Hierarki 

Pj. Seretaris Daerah / 
Asisten 
Pemerintahan dan 
Kesra Setda 

Kepala DPMPD 



I 

L A H r a t A H 
P E R A - n n t A H BUPATI DOMPU 
NOMOR: 2i 

TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
ALOKAS I DANA D E S A S E T I A P D E S A TAHUN 2026 

Penetapan R inc ian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dl Kabupaten Dompu Tabun 2026 

No. Nama D e s a A l o k a s i Dasa r (90%) 
A l o k a s i B e r d a s a r k a n 

F o r m u l a (10%) 
T o t a l Pagu Pe r Desa 

I 2 3 4 5 

1 0 0 782,110.900 155,004,000 937,114,900 

2 K a t u a 782,110,900 79,328,000 861,438,900 

3 K a r a m a b u r a 782,110,900 124,720,000 906,830,900 

4 Mbawi 782,110,900 100,999,000 883,109,900 

5 Dore B a r a 782.110,900 75,045,000 857,155,900 

6 Kareke 782,110,900 79,601,000 861,711,900 

7 Mangge Nae 782,110,900 73,154,000 855,264,900 

8 Manggeasi 782,110,900 88,135,000 870,245,900 

9 S o n Sakolo 782,110,900 88,249,000 870,359,900 

1 0 Kempo 782,110,900 110,977,000 893.087,900 

1 1 T a ' a 782,110,900 93,242,000 875,352,900 

1 2 Soro 782,110,900 92,553,000 874,663,900 
1 3 Konte 782,110,900 45,462,000 827,572,900 
1 4 Tolo Ka le 782,110,900 87,416,000 869,526,900 

1 5 Songgaja 782,110,900 31,381,000 813,491,900 

1 6 Doro Kobo 782,110,900 76,631,000 858,741,900 
1 7 Soro B a r a t 782,110,900 76,434,000 858,544,900 

1 8 R a s a B o u 782,110,900 84,661,000 866,771,900 
1 9 D a h a 782,110,900 69,009,000 851,119,900 
2 0 H u ' u 782,110,900 117,252,000 899,362,900 
2 1 A d u 782,110,900 53,436,000 835,546,900 
2 2 Cempi J a y a 782,110,900 73,080,000 855,190,900 
2 3 Merada 782,110,900 66,511,000 848,621,900 
2 4 J a l a 782,110,900 81,529,000 863,639,900 
2 5 Sawe 782,110,900 50,855,000 832,965,900 
2 6 Malaju 782,110,900 115,934,000 898,044,900 
2 7 U s i 782,110,900 92,674,000 874,784,900 
2 8 Mbuju 782,110,900 97,940,000 880,050,900 
2 9 K i w u 782,110,900 69,199,000 851,309,900 
3 0 Taropo 782,110,900 86,759,000 868,869,900 
3 1 K a r a m a 782,110,900 59,176,000 841,286,900 
3 2 Saneo 782,110,900 93,445,000 875,555,900 
3 3 Wawonduru 782,110,900 97,759,000 Fi'-r/~i t1x^/~\ 

879,869,900 
3 4 Matua 782,110,900 86,742,000 868,852,900 
3 5 Nowa 782,110,900 130,249,000 It f Fi It /—It ititit 

912,359,900 
3 6 B a r a 782,110,900 t Z^X^I X ^ X\X\F\ 

100,547,000 
rr c m r 7 ^ ^ /titit 

882,657,900 
T 7 Mada P rama 7ao 1 in onn 19'^ 491 000 907 900 

xi\j I , »_r*_r X , ^ 
3 8 Riwo 0 4 C 7 4 nnn Rfifi 984 900 

3 9 M u m b u 782,110,900 137,511,000 919,621,900 
4 C o c i a i v a p i 782,110,900 64,439,000 846,549,900 
4 1 Ra ba B a k a 782,110,900 53,202,000 835,312,900 
4 2 B a k a J a y a 782,110,900 153,705,000 935,815,900 
4 3 Pekat 782,110,900 198,507,000 980,617,900 
4 4 Nangamiro 782,110,900 88,169,000 870,279,900 
4 5 Kad ind i 782,110,900 99,494,000 881,604,900 
4 6 7 l ^ r * i n o i n l a v a 782 110 900 

f X X \Xj ^\X\X 
mi 800 nnn 886 noQ Qnn 

ooo, UUH, nuu 
*t / Sor i Nomo on ton nnn 872 410 900 

C / 1 X \J, Zl\I\I AO Tarn bora 700 1 in onn 
/ 0^, 1 lU, 2fUU 

mi 884 nnn 
1 0 0 , 004, UKJO 

RRi^i 994 900 
O O C , ^2f^, 27\J\J 

4 C 7!i2 1 W QOO 
f KJX,f X X \jy 

91 681 000 873 791 900 
ImJ 1 1-1, 1 -I X f -I\JU i r Q mm r\n 7 8 7 / 10 900 45 1 Qfi 000 828 308 900 
U Xi 1-1, 1-1 \Jlj, —11-111 

5 ] Kacunui u a r a t 7SIO 1 in onn 1 ox, 11U, IfUU e»j" s 
75,186,000 

ftft^ f\F\ft 

857,296,900 
5 2 Nangakara 782,110,900 F9n /^fiF\ F^J^4\ 

78,229,000 
itF'it ititit ititjt 860,339,900 

5 3 Sori Tatr inga 782,110,900 87,948,000 870,058,900 
5 4 Calaba i 782,110,900 84,197,000 866,307,900 
5 5 Sor iu tu 782,110,900 77,236,000 859,346,900 
5 6 Banggo 782,110,900 56,032,000 838,142,900 
5 7 Kwangko 782,110,900 95,592,000 877.702,900 
5 8 L a n d J a y a 782,110.900 110,498,000 892,608,900 
5 9 S u k a Dama i 782,110,900 91,248,000 873,358,900 
6 0 Nusa J a y a 782,110,900 76,595,000 858,705,900 
6 1 Doromelo 782,110,900 113,924,000 896,034,900 
6 2 Nangatumpu 782,110,900 62,231,000 844,341,900 
6 3 K a m p a s i M e d 782,110,900 67,779,000 849,889,900 
6 4 T e k a S i re 782,110,900 77,031,000 859,141,900 
6 5 A n a m i n a 782,110,900 44,550,000 826,660,900 
6 6 T a n j u 782,110,900 66,435,000 848,545,900 
6 7 Ranggo 782,110,900 71,109,000 853,219,900 
6 8 J a m b u 782,110,900 96,368,000 878,478,900 
6 9 Lepadi 782,110,900 78,050,000 860,160,900 
7 0 L u n e 782,110,900 62,416,000 844,526,900 
7 1 Woko 782,110,900 65,355,000 847,465,900 
72 Temba l Lae 782,112,520 72,506,380 854,618,900 

T o t a l 56 ,311 ,986 ,420 6 ,256 ,887 ,380 62 ,568 ,873 ,800 

BUPATI DOMPU 

IQ F IRDAUS 

i 


